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Mengingat

TAHUN ANGAGRAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun Anggaran 2026;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana
telah bebarapa kali diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6847);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6906);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1180);



33.

34.

35.

36.

37.

38.

« 5 -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk
Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan
Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum
Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121y

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2017 Nomor 255) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292);
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39. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut
’KUA APBK dan PPAS” sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : KUA APBK dan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai dasar dalam menyusun
rancangan Qanun Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Penyusunan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kedua dijadikan dasar dalam penyampaian Rancangan Qanun
Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk dibahas dan disetujui
bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Smgkﬂ
pada tanggal F‘O(ju:r( 2006 M

ﬂé %4‘!7 H
UPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada :

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Kepala BPK Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
Gubernur Aceh di Banda Aceh

Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

kot o



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.1.1/ 32 /2026

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KABUPATEN DAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2026

KUA DAN PPAS

NO NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (Rp)
i Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 245.818.563.085,00
2 Dinas Kesehatan 106.285.378.344,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 81.435.165.500,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat 29.650.088.034,00
S Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.548.993.363,00
6 Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayatul Hisbah 14.050.522.130,00
;i Dinas Sosial 3.590.443.035,00
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Pen)(;uduk dan KII; ¢ B IeBie.Aas,00
9 Dinas Pangan 3.612.857.239,00
10 Dinas Pertanahan 5.395.639.560,00
11 Dinas Lingkungan Hidup 8.429.251.063,00
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.884.088.816,00
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 3.972.617.914,00
14 Dinas Perhubungan 12.663.096.671,00
15 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.955.728.680,00
16 Dings Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha 4.275.397.661,00
Kecil Menengah
17 gilrrllzls Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 1.869.416.045,00
18 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3.937.853.146,00
19 Dinas Perikanan 4.053.559.757,00
20 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 4.544.499.364,00
21 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan 8.949.297.022,00
22 Dinas Perkebunan 4.067.654.834,00
23 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.902.520.881,00
24 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil 21.553.790.659,00
25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 15.557.954.486,00
26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.073.918.557,00
27 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 159.655.422.405,00
28 Badan . Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 4.377.920.069,00
Manusia
29 Inspektorat Kabupaten 6.377.855.250,00
30 Kecamatan Singkil Utara 1.768.890.208,00
31 Kecamatan Kuala Baru 1.776.291.753,00
32 Kecamatan Simpang Kanan 3.136.520.256,00
33 Kecamatan Danau Paris 1.944.469.625,00
34 Kecamatan Gunung Meriah 3.337.476.400,00
35 Kecamatan Singkohor 2.514.937.250,00
36 Kecamatan Suro Makmur 2.566.043.876,00
37 Kecamatan Kota Baharu 1.349.928.791,00




38 Kecamatan Singkil 2.360.010.307,00
39 Kecamatan Pulau Banyak 1.481.073.309,00
40 Kecamatan Pulau Banyak Barat 1.628.177.739,00
41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.876.458.505,00
42 Sekretariat Baitul Mal 7.594.772.690,00
43 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 2.620.676.622,00
44 Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten 2.604.996.527,00
45 Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah 11.430.503.837,00
46 | Sekretariat Majelis Adat Aceh 2.115.209.890,00

Total

843.328.709.590,00

,z,E(UPATI ACEH SINGKIL, -6

SAFRIADI OYON
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